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PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

: a. bahwa untuk mendukung peningkatan  kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik
dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu
pengetahuan den tcknologi dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, diperlukan penyesuaian
nomenklatur perangkat daerah di lingkungan pemerintah
daerah,;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah
tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum
saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Peiiibahan Atas Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun. 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan [acrah-daerah Tingkat 1l Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahua 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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4, Undang-Undang  Nomor 23 ‘Tahun 2019 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Nepara  Republik
Indanesia Tahun 2014 Nomor 2494, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nowmor 5587)
sehagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 l'ahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan
Daerah {Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negarn Eepublik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemezrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang DPerangkat Dacrah
(Lembaran Negera Republik Tndonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Nogerm Nomor 120 Tshun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkal Deerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor
20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetaplan :

dan
BUPATI BADUNG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAII NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

[asal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Nomaor 20 Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20)

diubah scbagai berikut :
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Ketentuan huruf e, angka 2, angka 4 dan angka 5 Pasal 3,
diubah, schingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

Dengan Peraturan Deerah ini dibentule Peranglat Daerah

dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe
A;

b. Sckretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD  Tipe B;

c. Inspektorat merupakan Inspcktorat Tipe A;

d. Dinas terdiri clari :
1. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata,;
2. Dinas Linzkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A
menyelengzarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungar hidup;

3. Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan;

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahian bidang penanaman modal;

5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian dan bidang tenaga kerja;

6. Dinas Kcperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang koperasi usaha kecil dan
menengah dan bidang perdagangan;

7. Dinas Pendidikan, Kepermudaan dan Olah Raga Tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;

8. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
pertanian dan bidang pangan;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  hidang
komunikasi dan informatika, bidang persandian dan
bidang statistilk,

10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan PPerempuan dan Perlindungan Anak
Tipe A menyelenggarakan udirusain  pemerintatian
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlinclungan anak;

11, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kcarsipan dan bidang perpustakaan;
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Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan
ketenteraunon  dan

urusan pemerintahan  bidang
asyarakat

ketertiban umum scrta perlindungan  m
(sub urusan ketenteramarn dan ketertiban umumyj;

Dinas Keschatan Tipe A menyelenggarakan urusan

Leadd

pemerintahian bidang kesehaian;

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
menyelengparakan  urusan pemcrintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

Dinas Peshubungan Tipe B menyelenggarake
urusan pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
menyelengjzarakan urusarn pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B
uwrusan pemerintahan bidang

ketertiban umum serta
b urusan kebakaran);

menyelenggarakan
Ketentraman dan
perlindungan masyarakat (st
dan

Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan rakyat dan kawasan
permukimeérn.

e. Badan terdiri dari:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah  Tipe A
meclaksanakan fungsi pcnunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan;

Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Nuya  Manusia  Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta

pendidikar. dan pelatihan;

Badan Pergelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan; dan

Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B

melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang penclitian dan pengembangan.
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f Kecamatan terdiri dari;

1. Kecamatar Petang dengan Tipe A,

2. Kecamatar Abiansemal dengan Tip= A;
3. Kecamatan Mengwi dengan ‘Tipe A;

4. Kecamatan Kuta Utara dengan '1pe A;
5. Kecamatan Kula dengan Tipe A; dan

6. Kecamatan Kuta Selatan dengan Tipe A.

2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi schagai berikut:

Pasal 14A

(1) Pejabat vang ada pada Badan Pendapatan Daerah,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah, dan
Badan Penelitian dan Pengembangan tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampal
dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Masal 1]

Peraturan Daerah  ini mulai  Dberlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 Desember 2022
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ADUNG,

g II AN GIRI PRASTA

/ <+ pada tangeal 20 Descmber 2022
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 17
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Salinan sesuai dengan aslinya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Kepala Bagian Hukum

Setda. Kabupaten Badung,

J
/

.Anak Agung Gde Asteva Yudhva
NIP. 19720510 199903 1 008
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PENJELASAN
ATAS
PISRATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

II.

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 12726 Tahun
2022 tentang Pembentukan Badan Riser dan Inovasi Daeran
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan
Inovasi Nasional mengamanatkan untuk dibentuknya Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDA) pada pemerintah Kabupaten/Kota serta
dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dipandang perlu
melaksanakan Penyesuainn Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian dan
Pengembangan dan Badan PengclolaanKeuangan dan Aset Daerah.

Bahwa dengan ditctapkannya Surat Rekomendasi Nomor
3.43.061.1/32163/KLB/E.ORG, tanggal 30 September 2022 prihal
Rekomendasi Pembentukan BRIDA Kabupaten Badung dan Surat
Rekomendasi Nomor : B.43.061.1/32139/KLB/B.ORG, tanggal 30
September 2022 prihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah
Kabupaten Badung, untuk mendukung peningkatan Kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan
akuntabel, maka harus dilakukan peiiyesuaian Susunan Organisasi
pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, Badan Penelitian
dan Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan dimaksud, Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL
Pasall

Angka 1

Cuku pjelas
Angka 2

Cuku pjelas

Pasal 11
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN NAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 17
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